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A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dlihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B be 
ت Ta T te 
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal D de 
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas) 
ر Ra R er 
ز Zai Z zet 
س Sin S es 
ش Syin sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrofterbalik 
غ Gain G ge 
ف Fa F ef 
ق Qaf Q qi 
ك Kaf K ka 
ل Lam L el 
م Mim M em 
ن Nun N en 
و Wau W we 
ه Ha H ha 
ء hamzah ̓̓ apostrof 
ى Ya y ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
  
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥahdanyā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥahdanwau au a dan u 
 Contoh: 
فيك : kaifa 
 وهل  : haula 
3. Maddah 
 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Hurufdantanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥahdanalifatauyā̓̓ ā a dangaris di atas 
ي Kasrahdanyā Ī i dangaris di atas 
و ḍammahdanwau ū u dangaris di atas 
Contoh: 
ت ام : māta 
  
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
 Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
  
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
  
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 الله نيد dīnullāh  الله اب   billāh      
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fīraḥmatillāh 
10. HurufKapital 
  Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 






 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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 Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana 
Islam dengan hukum nasional tentang penyelesaian tindak pidana pembunuhan melalui Iṣlᾱh ? Pokok 
masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, 
yaitu: 1) Bagaimanakah kedudukan iṣlᾱh dalam penyelesaian  perkara pidana Pembunuhan dalam 
hukum Nasional ?, dan 2) Bagaimanakah kedudukan iṣlᾱh dalam penyelesaian perkara pidana 
Pembunuhan dalam hukum pidana Islam? 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian pustaka (library research). 
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari KUHP, Undang-
undang, serta kitab fiqih. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para 
ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa iṣlᾱh dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan 
sebagai jalan keluar yang baik, tanpa melalui proses persidangan dan menguntungkan para pihak yang 
terlibat baik korban maupun pelaku kejahatan. Secara spesifik iṣlᾱh tidak diatur dalam hukum positif 
Indonesia, namun proses penyelesaian  iṣlᾱh  sudah lama dikenal sebagai keadilan restoratif (restoratif 
justice), proses iṣlᾱh dalam hukum positif hendaknya diketahui penyidik agar dapat menghentikan 
proses peradilan ke pengadilan. Adapun tindak pidana yang dapat diselesaikan secara iṣlᾱh adalah 
tindak pidana ringan serta tindak pidana oleh anak, namun pada praktiknya tindak pidana sedang dan 
beratpun tidak menutup kemungkinan  para pihak untuk melakukan iṣlᾱh, konsep  iṣlᾱh  sudah lama 
ada sejak jaman Rasulullah, sebagaimana keterangan dari Q.S.Al-Hujurat ayat 9. Dalam hukum pidana 
Islam, iṣlᾱh dapat dilakukan atas jarimah Qisash, Diyat dan Ta’zir. Kesimpulanya adalah iṣlᾱh 
merupakan salah satu jalan keluar yang di anggap baik karena menguntungkan para pihak serta dapat 
memperbaiki keadaan sosial suatu masyarakat. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Seharusnya, para pembuat undang-undang lebih  
memperhatikan keadaan korban dan pelaku, tidak hanya mengedepankan kepentingan negara. Korban 
dan pelaku harus sama-sama dipulihkan, korban tidak boleh hanya dijadikan sebagai saksi dan 
kemudian ditinggalkan pelaku yang menjalani hukuman, sedangkan korban sendiri menderita kerugian 
yang harus ia tanggung sendiri, 2) Konsep Iṣlᾱh dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum 
hukum positif lahir. Konsep Iṣlᾱh dalam hukum pidana Islam seharusnya dapat menjadi pertimbangan 







A. Latar Belakang Masalah  
Di dalam setiap masyarakat, pelbagai mekanisme untuk menyelesaikan 
persengketaan, yang pada umumnya dilaksanakan oleh pelbagai lembaga sosial yang 
mempunyai bentuk dan cara tertentu. Lembaga formal yang dimiliki oleh negara 
adalah adanya pengadilan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah 
masyarakat secara terencana dan melindungi kepentingan manusia. Hal ini biasanya 
berasal dari golongan yang secara resmi memegang kekuasaan dan wewenang. 
Lazimnya social enginering dengan mempergunakan hukum sebagai sarananya.1 
Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai 
tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok 
hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, 
dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan 
kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum 
bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, 
membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta 
memelihara kepastian hukum.2 
                                                          
 1Harifin  A Tumpa, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. II; Yogyakarta: Total media, 2011), h. 73. 
2Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cet.I; Yogyakarta: Liberty, 
2005), h. 77. 
  
Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara 
mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan 
tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di samping itu kepentingan manusia akan 
berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang kurang jelas 
harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan 
hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sehingga dapat 
mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.3 
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya 
untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Di 
samping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, 
maka kebijakan penegak hukum inipun termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu 
segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu 
masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum  pidana sebenarnya 
bukan merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, 
karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari 
berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau 
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya 
merupakan problem sosial, tetapi juga masalah kebijakan (the problem of policy).4 
Selain itu, tujuan umum dari hukum pidana adalah untuk melindungi 
kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia), melindungi kepentingan 
                                                          
3Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti 
dan Berkeadilan (Cet. I; Yogyakarta:UII Pers,2006), h. 28. 
4Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Cet.I; Bandung: Nusa Media, 2010), h. 20. 
  
masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela 
atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak.5 
Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum   menjadi   sangat   
penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan 
perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar  pengaruhnya  
terhadap  masyarakat  dengan  berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu 
adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan   perbuatan-
perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. 
Hukum sebenarnya hadir untuk menyelesaikan conflic of human interest dan  
melalui  pendekatan  hukum  inilah  konflik  yang  tidak  selesai  melalui  perdamaian  
dapat  diperkarakan  melalui  jalur  peradilan.  Perdamaian  mengakhiri  pertikaian  
ditandai oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan, sedangkan peradilan 
mengakhiri perseteruan dengan ditandai   oleh   tercapainya keadilan yuridis-
individualis yakni ditentukan terbukti-tidaknya dan benar-salahnya suatu perbuatan  
oleh  hakim.  Dalam  memecahkan  masalah  hukum,  secara  keperdataan, setiap 
orang  akan lebih puas   dan   terpenuhi   rasa   keadilannya bila mampu 
menyelesaikannya melalui lembaga perdamaian.  Karena  perdamaian merupakan 
jalan yang menguntungkan para pihak dan bukan menguntungkan salah satu pihak 
semata. Perdamaian merupakan win-win solution bagi setiap konflik yang dialami 
manusia. 
Konsep  hukum   pidana   nasional   dalam  penyelesaian   kasus   pidana,   
pada umumnya diselesaikan  melalui  jalur  formal,  yaitu  lembaga  peradilan 
                                                          
5Ibnu artadi, “Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana melalui  Prosedur Perdamaian”, 
Jurnal Hukum Pro Justisia vol. 25, No 1 (2007), h. 30. 
  
(litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah in court system. Dalam tataran teori, ada  
tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga 
peradilan tersebut,  yaitu:   keadilan,   kemanfaatan   dan   kepastian   hukum.6 
Meskipun demikian,   dalam   tataran   prakteknya,   sangat   sulit   ketiganya   dapat   
terpenuhi sekaligus.  Adapun  hasil  yang  akan  tercipta  dari  proses  penyelesaian  
dikenal dengan  istilan win  lose  solution yaitu  akan  terdapat  pihak  yang  menang  
dan ada  pihak  yang  kalah.  Dengan  kenyataan  seperti  ini,  penyelesaian  suatu  
perkara umumnya kerap menimbulkan suatu rasa “tidak enak” dibenak pihak  yang 
kalah, sehingga berupaya untuk mencari “keadilan” ke tingkat peradilan lebih lanjut. 
Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga 
litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi ketentuan.7 
Pilihan   Penyelesaian  Sengketa  atau  disebut   juga   dengan   Alternatif 
Penyelesaian  Sengketa  yang  dalam  istilah  asingnya  disebut Alternative  Dispute 
Resolution (di singkat  ADR)  adalah  sebuah  konsep  yang  mencakup  berbagai 
bentuk  penyelesaian  sengketa  selain  dari  pada  proses  peradilan  melalui  cara-
cara yang   sah   menurut   hukum,   baik   berdasarkan   pendekatan   konsensus,   
seperti negosiasi,  mediasi  dan  konsiliasi  atau  tidak  berdasarkan  pendekatan  
konsensus, seperti  arbitrasi.  ADR  ini  bertitik  tolak  dari  hak-hak  asasi  (hak  
dasar  manusia) untuk  dapat  menentukan  pilihan  mana  yang  paling  cocok  bagi  
dirinya,  yaitu  hak asasi  setiap  orang  dalam  masyarakat  untuk  dapat  menuntut  
dan  mengharapkan putusan  yang  tepat  atau  memuaskan. Harapan-harapan  lain  itu  
                                                          
6Sudikimo Mentokusumo, Ilmu  Hukum  Suatu  Pengantar (Cet. I; Yogyakarta: Liberty,  
1997), h. 98. 
7Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Cet. I; Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 3. 
  
nyatanya sampai sekarang  tidak   selalu   demikian, lebih-lebih   masalah   itu   
ditangani   melalui adversarial (pertikaian)   atau   badan-badan   peradilan   seperti   
Pengadilan   atau Arbitrase itu memakan waktu  yang panjang, biaya  yang tidak 
kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat 
memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.8 
Dalam  kenyataannya  di  masyarakat,  praktek  perdamaian  antara  korban  
dan pelaku  tindak  pidana  banyak  dilakukan  tidak  hanya  dalam  pelanggaran  
terhadap ketentuan  adat  tetapi  dalam  tindak  pidana  pada  umumnya.  Penyelesaian 
konflik dengan jalan damai merupakan nilai kultural  yang dimiliki masyarakat  
Indonesia seperti  dinyatakan  oleh  Daniel  S.  Lev  yang  dikutip  oleh  Wukir  
Prayitno  bahwa budaya    hukum    di    Indonesia    dalam    menyelesaikan    konflik    
mempunyai karakteristik   tersendiri   disebabkan   oleh   nilai-nilai   tertentu.   
Kompromi   dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat 
dari masyarakat, mempertahankan  perdamaian  merupakan  suatu  usaha  terpuji  
sehingga  dalam menyelesaikan  konflik  terwujud  dalam  bentuk  pemilihan  
kompromi,  terutama dalam masyarakat Jawa dan Bali.9 
Iṣlᾱh   memiliki   landasan   filosofis   dan   teologis   yang   mengarah   pada 
pemulihan  harkat  dan  martabat  semua  pihak  yang  terlibat,  mengganti  suasana 
konflik   dengan   perdamaian, menghapus  hujat   menghujat   dengan   pemaafan, 
menghentikan tuntut menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan   
                                                          
8Misna  Mistiyah, “Mediasi dalam  Tindak  Pidana Penganiayaan Pespektif Hukum  Islam 
dan  Hukum Positif”,  blog Misna Mistiyah. http://samuderailmu.blogspot.com (di akses  pada  28 
Maret 2017). 
9Lilik Mulyadi,Mediasi Penal:dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Cet. I; Bandung: PT 
Alumni, 2015), h. 19. 
  
adalah   tidak   melalui   meja   pengadilan, melainkan   melalui   meja perdamaian 
dan perundingan  Iṣlᾱh  adalah  pilihan  yang  secara  sadar  ditempuh oleh   korban   
dan   pelaku   untuk   mencapai   cara-cara   terbaik   sesuai   dengan keyakinannya  
terhadap  kejahatan  yang terjadi.  Dalam  hal  ini, Iṣlᾱh  merupakan pilihan yang 
menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya.10 
Penyelesaian perkara tindak pidana melalui Iṣlᾱh juga tertera dalam hukum 
Islam,  hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  beberapa  nash  yang  dijadikan  landasan  
Iṣlᾱh, QS  Al-Hujurat/49: 10 sebagai berikut : 
   ةَوِْخإ اوُحِلَْصأَف  َنْيَب  ْمُكْيَوََخأ اُوقَّتاَو  َ َّاللّ  ْمُكَّلََعل  َنوُمَحُْرت
اَمَِّنإ  َنُونِمْؤُمْلا 
Terjemahannya: 
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.11 
Proses  Iṣlᾱh  terjadi  karena  adanya  perspektif  yang  berubah  dari  korban 
dalam  menyikapi  peristiwa  yang  terjadi.  Perubahan  perspektif  ini  menyebabkan 
cara  penyelesaian  yang  ditempuh  pun berubah  tergantung  kondisi  dan keinginan  
korban. Tetapi  perubahan  perspektif  ini  berpengaruh  terhadap  proses pemeriksaan  
kesaksian  di  pengadilan, di mana  dalam beberapa keterangannya saksi-saksi 
cenderung mengubah  “perspektifnya” atas peristiwa  yang  terjadi. Selama  proses  
pemeriksaan  saksi,  alasan  yang dikemukakan  untuk  mengubah keterangan atau 
                                                          
10Tim Penyusun Artikel dari lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), lMonitoring 
Pengadilan  HAM  ADHOC Tanjung Priok (28 Maret 2017). 
11Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. I; Depok: 
Sabiq, 2012), h. 516. 
  
mencabut keterangan dalam BAP adalah karena alasan emosional saksi  yang 
disebabkan oleh situasi psikologis saksi sebelum melakukan Iṣlᾱh dan setelah 
melakukan  Iṣlᾱh. Contoh  Iṣlᾱh  dapat  kita  lihat  dalam  Kasus  HAM  di Tanjung  
Priok,  alasan  para  saksi  melakukan  koreksi  (revisi)  atau  “perbaikan” keterangan 
tersebut disebabkan karena pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung para  saksi  
tersebut  belum  melakukan  Iṣlᾱh dan  masih dendam  terhadap  tentara, sehingga   
pada   waktu   memberikan   keterangan,   saksi   sengaja   merekayasa 
keterangannya. Atas keterangan ini memang majelis hakim telah memperingatkan 
saksi   agar   memberikan   keterangan   sebagaimana   yang   dialaminya.   Namun, 
peringatan  majelis  hakim  ini  tidak  pernah  dihiraukan  oleh  para  saksi  dan  
koreksi (revisi)  keterangan  ataupun  perbaikan  keterangan  ini  tetap  saja  berlanjut  
dalam pemeriksaan-pemeriksaan saksi berikutnya. 
Iṣlᾱh juga pernah terjadi pada tahun 2013, yaitu yang dilakukan Ahmad Dhani 
kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena sang anak yaitu 
Abdul Qadir Jaelani/ AQJ (Dul). Dalam kasusnya, ia melanggar UU Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 281 atas pelanggaran 
terhadap Pasal 77 Ayat (1). Sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat 
kecelakaan ini 7 orang meninggal dunia, maka Dul juga dapat dituntut dengan 
menggunakan Pasal 310 Ayat (4) atas pelanggaran terhadap Pasal 229 Ayat (4) UU 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya adalah 
pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000,- 
(dua belas juta rupiah). Namun disebabkan oleh usianya yang masih 13 tahun, yaitu 
masih dalam kategori anak-anak, maka selama dalam proses penyidikan, penuntutan, 
  
dan pemeriksaan Pengadilan Negeri wajib melakukan upaya diversi (pengalihan 
penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana). Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus ini, Iṣlᾱh sangatlah diperlukan, karena 
ancaman pidana terhadap Dul kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan apa yang 
dilakukan Dul bukan merupakan pengulangan tindak pidana12  
Penyelesaian  Tindak  pidana  melalui  Iṣlᾱh  memang  merupakan  jalan  
keluar yang  sangat  baik,  namun  pada  kenyataannya,  penyelesaian  secara  Iṣlᾱh  
tak  selalu bisa  menghentikan  penyelidikan  perkara  dalam  hukum  nasional  oleh  
sebab  yang diatur  oleh  hukum,  namun berbeda  halnya dalam  hukum  pidana  
Islam,  Iṣlᾱh merupakan  jalan  yang  sangat  baik  dan  bisa  dilakukan sebelum 
adanya keputusan dari hakim. Maka untuk menjawab   problematika tersebut, maka 
akan diteliti tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Iṣlᾱh (Studi 
Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan pokok masalah 
sebagai berikut : Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam 
dengan hukum nasional tentang penyelesaian tindak pidana pembunuhan melalui 
Iṣlᾱh ? 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai 
berikut : 
                                                          
12Surya Narendra,”hukum-untuk  si dul” http://hukum.kompasiana.com (diakses pada 23 mei 
2017) 
  
1. Bagaimanakah kedudukan Iṣlᾱh dalam penyelesaian  perkara pidana 
Pembunuhan dalam hukum Nasional ? 
2. Bagaimanakah kedudukan Iṣlᾱh dalam penyelesaian perkara pidana 
Pembunuhan dalam hukum pidana Islam? 
C. Pengertian Judul 
Untuk dapat mengetahui dan memahami judul dari tulisan ini, maka di 
kemukakan defenisi dari beberapa  kata dari judul tersebut sehingga tidak terjadi 
kekeliruan dalam menafsirkan judul dan isi dari tulisan ini. 
1. Tindak pidana : suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap 
perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik 
yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.13 
2. Iṣlᾱh : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat, 
pengertian Iṣlᾱh adalah perdamaian, yakni tentang penyelesaian  pertikaian. 
Sedangkan  pengertian  perdamaian  adalah  penghentian  permusuhan,  
perselisihan, pertikaian, dsb.14 
3. Hukum Pidana Islam: Ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan 
masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari 
dalil-dalil yang terperinci15 
4. Hukum Nasional: peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri 
atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada 
suatu negara.16 
                                                          
13Zulkifli dan Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Grahamedia press, 2012), h. 383. 
14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 594. 
15Ahmad wardi muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Cet. I; 
Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.2. 
  
D. Kajian Pustaka  
Sejumlah penelitian tentang topik Iṣlᾱh telah dilakukan, baik yang mengkaji 
secara spesifik sumber data yang diperoleh, isu, maupun yang menyinggung secara 
umum.Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai 
penyelesaian perkara tindak pidana melalui Iṣlᾱh. 
1. Ahmad Ramzy dalam penelitian nya “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam 
dan Penerapan Restorative Justice, dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum 
Pidana di Indonesia”, bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara 
penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana Islam dan Restorative 
Justice mengenai tindak-pidana yang dapat dilaksanakan perdamaian, 
institusinya yang dapat menyelesaikan perkara pidana secara perdamaian bisa 
menjadi komparasi untuk sistem peradilan pidana yang berada di Indonesia 
sehingga dapat terbangunnya semangat untuk menyelesaikan permasalahan 
perdamaian17. 
Jadi konsep perdamaian yang ada dalam pembahasan ini yaitu proses Iṣlᾱh 
memberikan kesempatan pada korban untuk menyampaikan pada pelaku 
tentang pengaruh dari tindak kriminal yang dilakukan. 
Namun dalam Tesis ini tidak memperhatiakan aspek sosiologisnya dalam 
tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku hanya memandang dari segi 
normatifnya saja. 
                                                                                                                                                                     
16Temukan Pengertian, “Pengertian Hukum Nasional “, Blog Temuan 
Pengertian.http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-nasional.html (28 Maret 
2017). 
17Ahmad Ramzy “Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice 
dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Tesis (Universitas Indonesia, 2012), h. 
10. 
  
Yang akan diteliti yaitu bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana 
pembunuhan secara Iṣlᾱh dalam hukum Islam dan hukum Nasional dengan 
melakukan pendekatan sistem perbandingan.  
2. Alef dalam penelitian nya “Kedudukan Perdamaian antara Korban dengan 
Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemidanaan”, bahwa dalam praktek 
pengadilan, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak 
pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh 
sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang 
dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa 
meskipun sudah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut terdakwa atas 
perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari 
pemidanaan18. 
Tesis ini  dalam pembahasannya memberikan kritikan kepada lembaga 
pengadilan yang tidak menjadikan kesepakatan Iṣlᾱh dari kedua belah pihak 
sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. 
Namun dari Tesis ini tidak memberikan secara rinci landasan yang kuat 
mengenai dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku harus menghormati 
kesepakatan Iṣlᾱh dari kedua belah pihak. 
peneliti dalam hal ini yang akan dibahas selanjutnya yaitu bagaimana konsep 
penyelesaian tindak pidana pembunuhan secara Iṣlᾱh dalam hukum Islam dan 
hukum Nasional dengan melakukan pendekatan sistem perbandingan  
                                                          
18Alef Musyahadah, “Kedudukan Perdamaian antara Korban dan Pelaku Tindak Pidana dalam 
Sistem Pemidanaan”, Tesis (Universitas Diponegoro, 2005), h. 15. 
  
3. Buku yang berjudul tentang mediasi penal ditulis oleh Lilik Mulyadi 
membahas tentang mediasi/damai dari perspektif sistem peradilan pidana 
Indonesia dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan melalui lembaga adat yang digunakan untuk menyelesaikan 
perkara, termasuk perkara pidana melalui upaya damai demi terpilihnya 
harmoni sosial.19 
Dari buku ini mediasi penal mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 
mengurangi kecemasan dan perasaan lemah dari korban serta memungkinkan 
adanya lembaga pemaaf yang harus dibentuk oleh pemerintah. 
Namun dari buku ini kurangnya tindak lanjut pelaku yang telah disepakati 
bersama. 
adapun peneliti dalam hal ini yang akan dibahas selanjutnya yaitu bagaimana 
konsep penyelesaian tindak pidana pembunuhan secara Iṣlᾱh dalam hukum 
Islam dan hukum Nasional dengan melakukan pendekatan sistem 
perbandingan 
4. Buku yang berjudul Hukum Pidana ditulis oleh Teguh prasetyo membahas 
tentang sistematika perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung 
dengan hukum pidana masa kini dan masa depan serta hal-hal baru yang 
berkaitan dengan delik-delik tertentu yang memuat perkembangan keilmuan 
hukum pidana meliputi sistem hukum pidana, perkembangan keilmuan hukum 
pidana, asas hukum pidana, jenis hukuman serta sifat melawan hukum20 
                                                          
19Lilik Mulyadi, Mediasi Penal: dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Cet. I; Bandung: 
PT Alumni, 2015), h. 27. 
20Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Cet. IV;  Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 16. 
  
Jadi buku ini membahas secara keseluruhan teori dan sanksi tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku kriminal. 
Namun dalam buku ini tidak adanya pembahasan yang menjelasakan 
bagaimana pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku hanya 
menjelasakan penyelesaian setelah tindakan kriminal yang terjadi. 
Adapun peneliti dalam hal ini yang akan dibahas selanjutnya yaitu bagaimana 
konsep penyelesaian tindak pidana pembunuhan secara Iṣlᾱh dalam hukum 
Islam dan hukum Nasional dengan melakukan pendekatan sistem 
perbandingan 
5. Buku yang berjudul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam yang ditulis 
oleh H. Ahmad Wardi Muslich membahas dengan terang dan jelas mengenai 
Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam antara lain beberapa pengertian 
Hukum Pidana Islam, Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum 
Nasional Sumber AturanPidana Islam, dan Hukuman atas Pelaku Jarimah21 
Jadi buku ini menjelaskan tentang bagaimana Hukum Islam ketika 
menyelesaikan masalah lebih menekankan kepada sifat yang humanis dan 
saling menguntungakan dari kedua belah pihak. 
Namun dalam buku ini hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 
hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak adanya batas minimal dan 
maksimal. 
Adapun peneliti dalam hal ini yang akan dibahas selanjutnya yaitu bagaimana 
konsep penyelesaian tindak pidana pembunuhan secara Iṣlᾱh dalam hukum 
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Islam dan hukum Nasional dengan melakukan pendekatan sistem 
perbandingan. 
Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 
meneliti  mengenai Iṣlᾱh yang menitik beratkan tentang perbandingan antara Hukum 
Nasional dan Hukum Islam dalam penyelesaian Tindak Pidana melalui Iṣlᾱh. 
E. Metodologi penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian               
library research .Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 
sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok 
permasalahan. 
2. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu: Pendekatan yuridis  
syar’i normatif adalah pendekatan yang bersumber pada Al-Quran serta 
Hadist dan UUD 1945. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan sumber data sekunder 
dengan bahan hukum primer yang meliputi Al-Qur’an, Hadis, KUHP, undang-
undang yang terkait, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul 
penelitian ini. 
4.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif dan 
content analysis (analisis isi). Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan 
  
memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Adapun metode dalam 
menganalisis data adalah : 
a. Metode induktif adalah peneliti mengolah data dan fakta tertentu yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dianalisis untuk 
penerapannya bersifat umum. 
b. Metode deduktif adalah peneliti menguraikan suatu masalah yang bersifat umum 
kemudian menarik kesimpulan bersifat khusus. 
c. Metode komparatif adalah peneliti membandingkan data yang diperoleh dari 
berbagai literatur kemudian menarik kesimpulan.22 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 
mendalam tentang : 
1. Untuk memperjelas kedudukan Iṣlᾱh dalam penyelesaian  perkarapidana pada 
hukum Nasional. 
2. Untuk memperjelas kedudukan Iṣlᾱh dalam penyelesaian perkara pidana pada 
hukum pidana Islam. 
Sedangkan kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan 
bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut : 
1. Kegunaan secara teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam aspek 
teoritis (keilmuan) yaitu perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan 
dengan penyelesaian tindak pidana melalui Iṣlᾱh. 
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b. Menambah pemahaman terhadap penyelesaian tindak pidana melalui Iṣlᾱh dari 
segi Hukum Nasional maupun Hukum Islam. 
2. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegak    
hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak 



















TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN MELALUI IṢLᾹH 
A. Pengertian Tindak Pidana dan Iṣlᾱh 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Mendefinisikan tentang pengerian hukum tindak pidana tidaklah mudah. Hal 
itu disebabkan para ahli memberikan pengertian hukum tindak pidana akan berkaitan 
dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang 
ahli hukum pidana yang memberikan pengertian tentang hukum pidana tentu akan 
berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana, hal itu tentu saja akan 
berbeda dengan ahli hukum yang lainnya. Tidak mengherankan apabila dijumpai 
banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum 
pidana yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainya.23 
Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu larangan yang diatur 
oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.24 Kata tindak pidana berasal 
dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, terkadang 
juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Sedangkan 
hukum pidana negara-negara anglo-saxon menggunakan istilah offense atau criminal 
act untuk maksud yang sama.25 
Pada dasarnya istilah strafbaar feit diuraikan secara harfiah yang terdiri dari 
tiga kata, yaitu Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, lalu Baar yang 
                                                          
 23Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1. 
 24Suharto, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan (Cet.I;  
Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 28. 
 25Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1994),  h. 86. 
  
diterjemahkan dengan dapat dan boleh, serta kata feit yang diterjemahkan dengan 
kata tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit secara 
singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum. Namun, dalam kajian 
selanjutnya tidak sesederhana ini karena yang bisa dihukum bukan perbuatannya 
melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. 
Tindak pidana menurut undang-undang diartikan sebagai perbuatan 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh perturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 
Dengan demikian perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh suatu perturan perundangan-undangan.26 
Adapun istilah yang dipakai dalam hukum pidana sebagaimana yang ditulis 
dalam buku Moeljatno, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dari pihak 
Kementerian Kehakiman, istilah ini sering dipakai dalam perundang-undangan. 
Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak 
menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 
keadaan konkrit, sebagaimana hanya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa 
tindak adalah kelakukan, tingkah-laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.27 
Oleh karena tindak sebagai kata tidak terlalu dikenal, maka di dalam perundang-
undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya, 
maupun dalam penjelasan undang-undang tersebut, hampir selalu dipakai pula kata 
perbuatan. Selanjutnya, berikut adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa 
ahli hukum. Menurut Moeljatno mengartikan hukum tindak pidana adalah bagian dari 
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk : 28 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai acaman maupun sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 
yang melanggarnya. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada seseorang yang telah melakukan 
larangan-larangan, sehingga dapat dijatuhi atau dikenakan pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan. 
c. Menentukan bagaimana cara pemidanaan itu dapat dilakukan apabila orang yang 
diduga telah melanggar ketentuan yang berlaku. 
A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena 
“perbuatan pidana” yang dipakai Moeljatno itu juga kurang tepat. Ia menambahkan 
bahwa lebih baik dipakai istilah yang padanan saja, yang umum dipakai sarjana, yaitu 
delik (dari bahasa latin Delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis 
hukum juga menggunakan juga istilah delik di samping istilahnya sendiri seperti 
Roeslan Saleh di samping menggunakan “perbuatan pidana” juga menggunakan 
istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping menggunakan islitlah 
“perbuatan pidana” juga menggunakan islitalh “delik”. 
Menurut ahli hukum pidana yang lain yaitu Simons, sebagaimana yang 
dikutip oleh Andi Hamzah, strafbaar freit atau tindak pidana adalah kelakuan yang 
diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 
kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.29 
                                                          
 28Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008), h. 2. 
 29Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005), h. 
88 . 
  
Menurut Moeljatno sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Andi Hamzah dalam 
bukunya Asas-asas Hukum Pidana, ia mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat 
dipersamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi 
pula pertanggungjawaban pidana. Menurut Molejatno, criminal act berarti kelakuan 
akibat, yang disebut juga actus reus.30 
Dalam pengertian tindak pidana, para pakar memiliki uraian mengenai istilah 
yang dapat mewakili konsep strafbaar feit atau criminal act, ada tujuh istilah yang 
mewakili, yaitu 1) tindak pidana, 2) peristiwa pidana, 3) delik, 4) pelanggaran pidana, 
5) perbuatan yang boleh dihukum, 6) perbuatan yang dapat dihukum, dan 7) 
perbuatan pidana. Menurut Nurul Irfan, istilah apapun yang dipakai, pengertian 
tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan 
hukum dan di ancam dengan sanksi pidana.31 
2. Pengertian Iṣlᾱh 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat, pengertian 
Iṣlᾱh adalah perdamaian, yakni tentang penyelesaian pertikaian. Sedangkan 
pengertian perdamaian adalah penghentian permusuhan, perselihisan, pertikaian, 
dsb.32 
Iṣlᾱh atau perdamaian, memiliki landasan filosofis dan teologis yangmengarah 
pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana 
konflik dengan perdamaian, menghapus hujat-menghujat dengan permaafan, 
menghentikan tuntut menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan 
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32 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
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adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan 
perundingan.33 
Iṣlᾱh adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk 
mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang 
terjadi. Dalam hal ini, Iṣlᾱh merupakan pilihan yang menjadi hak prerogratif dari 
korban maupun ahli warisnya. Iṣlᾱh merupakan pilihan yang sifatnya voluntaristik, 
suka rela dan tanpa paksaan. Kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku sama-
sama dalam posisi tidak saling menekan dan memilih secara bebas jalan menuju Iṣlᾱh 
ini.34 
Iṣlᾱh dalam praktiknya adalah bersifat pribadi dan bilateral antara pelaku dan 
korban. Dalam hal pelaku dan korban jumlahnya lebih dari satu maka tetap Iṣlᾱh ini 
dalam koridor perdamaian dua belah pihak. Namun, Iṣlᾱh inipun bersifat privat atau 
pribadi dan tidak bisa dilakukan penyamarataan terhadap semua korban atau pelaku. 
Sekali lagi bahwa Iṣlᾱh adalah pilihan yang sifatnya pribadi antara pelaku dan 
korban. Munculnya pemikiran tentang Iṣlᾱh sendiri adalah sebuah proses yang sering 
didahului dengan perubahan perspektif baik korban ataupun pelaku dalam menyikapi 
peristiwa yang terjadi. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mengalami 
proses pemahaman tertentu sehingga lebih memilih proses penyelesaian melalui 
perdamaian dan memilih untuk bermusywarah dan memberikan permaafan. 
B. Latar Belakang Penyelesaian Secara Iṣlᾱh 
Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam 
ruang hukum publik. Artinya, hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara 
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dan menitikberatkan kepada kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum 
yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi/privat, tetapi dalam perjalanan 
waktu terdapat hal-hal yang diambilalih oleh kelompok atau suku dan akhirnya 
setelah berdirinya negara di ambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. 
Hak penuntutan terhadap suatu perbuatan pidana terletak pada alat kelengkapan 
negara, yaitu jaksa penuntut umum.35 
Salah satu karakteristik dari hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik 
dapat dilihat dari segi keterlibatan alat kelengkapan negara untuk menuntut setiap 
orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana pada umumnya tidak 
mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun dalam 
kenyataannya di masyarakat, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sering 
dilakukan.36 
Setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan 
akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. 
Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik tersebut, 
diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan 
ketidakseimbangan tersebut. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh 
pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga 
penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan, berarti 
dirinya harus menjalankan suatu hukuman yang berguna untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dinilai kurang baik dan 
membahayakan kepentingan umum.37 
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Konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana, 
padaumumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). 
Jalur ini terkenal dengan istilah in court system. Dalam tataran teori, ada tiga hal yang 
ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, 
yakni adalah : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.38 
Secara teoritik, model peradilan pidana yang selama ini berkembang dalam 
masyarakat sosial, dikenal dalam dua bentuk, yakni model dalam peradilan pidana (In 
of Court System) dan model di luar peradilan pidana (Out of Court System). Model 
dalam peradilan pidana dimaksudkan model penyelesaian yang bertolak dari kaidah-
kaidah normatif, yaitu kaidah yang secara tekstual normatif telah disepakati untuk 
menjadi pedoman dalam proses penanganan perkara pidana, dan dalam kepustakaan 
ilmu hukum dikenal adanya model-model dalam sistem peradilan pidana, yakni : 
crime control model, due process model dan family model. Sedangkan model di luar 
peradilan pidana (Out of Court System) adalah model yang dikembangkan dari 
kaidah-kaidah tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat dan atau praktik penegakan 
hukum, unutk menyelesaikan persoalan hukum di luar proses persidangan formal.39 
Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang 
muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, tetapi pengadilan bukanlah satu- 
satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik 
tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. Marc 
Galanter menyatakan pencarian keadilan tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan 
akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan.40 
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Adapun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaian tindak pidana 
melalui pengadilan, dikenal dengan istilah win lose solution, di mana akan terdapat 
pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, 
penyelesaian suatu perkara umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak” di 
benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari “keadilan” ke tingkat 
peradilan lebih lanjut atau lebih tinggi. Hal ini pada umumnya di cap sebagai salah 
satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun 
sudah menjadi suatu ketentuan.41 Sehingga banyak dari masyarakat yang berhadapan 
dengan hukum lebih memilih jalur di luar pengadilan, yakni dengan perdamaian 
(Iṣlᾱh). 
Dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar pandangan retributif, 
penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasikan dengan 
ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Penyelesaian atas tindak 
pidana yang terjadipun sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. 
Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian 
tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum 
tersebut tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang menurut pandangan 
retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Dengan 
konsepsi tersebut maka negara, yang aturan-aturan hukumnya telah dilanggar oleh 
pelaku tindak pidana, menempatkan diri sebagai korban dan juga berhak, melalui 
aparat penegak hukumnya, untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada si pelaku 
kejahatan. Dalam pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan 
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menghadap-hadapkan pelaku, sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, melawan 
negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Dalam konstruksi 
hukum pidana yang demikian, segala keinginan korban yang berkaitan dengan 
penyelesaian tindak pidana yang menimpa dirinya menjadi kurang bahkan tidak 
diakomodasi. Padahal secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum 
diberikan kepada pihak yang terlanggar haknya. Lembaga peradilan, termasuk 
peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang 
ditujukan kepada pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai 
korban. Namun pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali 
mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan.42 
Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut Alternative Dispute 
Resolution (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk 
penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah 
menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi 
dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrasi. ADR 
ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan 
pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam 
masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau 
memuaskan semua pihak. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak 
selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui adversarial (pertikaian) 
atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu 
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yang lama, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang 
selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.43 
Adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR 
(Alternative Dispute Resolution) adalah bermaksud agar dapat menyelesaikan konflik 
yang terjadi antara pelaku dengan korban. Pendekatan melalui jalur ADR, pada 
mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam 
perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana 
diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995. ADR ini 
merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan pada 
posisi mediator.44 
Praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur musyawarah antar pelaku 
dan korban serta masyarakat yang terlibat di dalamnya merupakan suatu kenyataan 
yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam praktiknya 
terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Dalam praktik, 
perdamaian sebagai hasil akhir dari musyawarah yang terjadi menjadi kunci penutup 
permasalahan yang terjadi seolah mendapatkan pembenaran dalam hukum yang hidup 
dalam masyarakat. Fenomena yang demikian dalam kenyataannya bukan hanya 
menjadi permasalahan di Indonesia saja. Di sejumlah Negara telah dibuat kebijakan 
dalam rangka menjawab permasalahan tersebut dalam bentuk program Pemerintah 
atau bahkan kebijakan dalam regulasinya. Kebijakan dan program ini dibuat 
berdasarkan filosofi pemidanaan tradisional yang membingkainya yang dikenal 
sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu filosofi pemidanaan 
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tradisional yang dapat dipakai sebagai pendekatan dalam penanganan dan 
penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalarn masyarakat.45 
Untuk lebih jelasnya, keadilan restoratif juga dapat dilihat dalam United 
Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, dinyatakan bahwa restorative 
justice merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan restorative 
justice telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan 
memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributif 
atau rehabilitatif terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah 
tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada 
pendekatan restorative justice. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan 
pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, 
antara pelaku dan korban. 
Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di 
dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi 
terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi 
meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan 
ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban 
dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi 
kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja 
sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena 
proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, 
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namun dalam hal restorative justice, korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif 
dalam penyelesaian masalah mereka.46 
Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan memalui musyawarah 
yang bertujuan perdamaian, dapat digunakan sebagai model alternatif atas daras 
pertimbangan kompleksitas masalah dan pada saat yang sama untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap peran hukum pidana itu sendiri.47 
C. Efektifitas Iṣlᾱh dalam Penyelesaian Tindak Pidana 
Dalam berbagai macam wacana aktual, restorative justice atau keadilan 
restoratif merupakan suatu cara khusus untuk menyelesaikan kasus pidana di luar 
pengadilan. Walaupun tidak semua jenis pidana dapat diterapkan dalam sistem ini, 
namun penerapan sistem ini bisa dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan proses 
peradilan pidana yang konvensional. 
Ada beberapa manfaat diterapkanya retributive justice dalam sistem peradilan 
suatu Negara. Manfaat pertama adalah bagi korban dan pelaku. Konsep ini 
berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus membayar kesalahanya melalui 
pemenjaraan. Adapun korban sering hanya “dimamfaatkan” sebagai saksi. Setelah 
proses persidangan selesai korban akan ditinggalkan sendiri dengan segala 
penderitaan dan kerugiannya. Sebaliknya, restorative justice justru akan lebih 
memperhatikan nasib korban. Hasil penelitian menunjukan bahwa 80% korban 
merasakan proses yang lebih fair dalam restorative justice. Mereka merasa lebih 
lessupset about the crime, less apprehensive and less afraid of revictimization 
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(kurang tau tentang kejahatan, kurang memprihatinkan dan kurang takut 
reviktimisasi).48 
Manfaat kedua adalah bagi komunitas sekitarnya. Restorative justice tidak 
hanya merestorasi pelaku dan korban, tetapi juga menyembuhkan pengaruh buruk 
yang dirasakan komunitas. Program perdamaian yang menjadi icon restorative justice 
diharapkan akan menjamin keselamatan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat 
terdampak. Manfaat ketiga adalah mengurangi jumlah narapidana dan residivis, dan 
manfaat keempat adalah menghemat biaya dan waktu. 
Realitas praktik penyelesaian perkara pidana di luar peradilan melalui 
prosedur perdamaian, terlihat bahwa pola penyelesaian yang demikian dirasa lebih 
sesuai dengan adat istiadat dan atau nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Namun, 
ada hal yang perlu diperhatikan bahwa upaya penyelesaian kasus-kasus kriminal 
tertentu melalui prosedur perdamaian (conciliation procedure) dan atau penyelesaian 
alternatif di luar pengadilan melalui upaya perdamaian atau ADR, atau mediasi penal, 
memang dapat dibenarkan, tetapi bukan berarti dapat dilakaukan dengan serta merta, 
tetapi harus memperhatikan kriteria yang ada.49 
Adapun kriteria yang harus diperhatikan adalah aspek yuridis dan aspek 
sosiologis. Aspek yuridis yang dimaksud adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, 
sifat berbahaya perbuatan, jenis pidanaya (strafsoort), berat ringan pidana 
(straftmaat), cara bagaimana pidana dilaksanakan (strafmodus), dan kondisi-kondisi 
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yang diakibatkan oleh tindak pidana itu. Adapun askpek sosiologis yang harus 
diperhatikan adalah karakter, umur dan keadaan si pelaku, latar belakang terjadinya 
perilaku tersebut, kondisi kejiwaan pelaku dan apakah pelaku itu pemula atau bukan, 
pelaku memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perilakunya, pelaku mengakui 
kesalahanya, pelaku meminta maaf kepada korban, serta pelaku menyesali serta tidak 
akan mengulangi perbuatanya lagi. 
Pada intinya, pelaksanaan restorative justice adalah memperbaiki kerusakan 
sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan 
masyarakat, serta mengembalikan pelaku dengan masyarakat. Restorative justice 
menawarkan suatu yang berbeda karena mekanisme peradilan yang terfokus kepada 
pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Tujuan akhir 
dari sistem ini adalah membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhi hukuman diubah 
menjadi upaya mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang 
menguntungkan.50 Ada beberapa keuntungan dengan menjadikan kedilan restoratif 
sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan perkara pidana. Pertama, masyarakat 
diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumanya yang dirasakan 
lebih adil. Kedua, beban negara berkurang. Secara administratif, jumlah perkara yang 
masuk ke dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan 
menjadi berkurang. Dengan begitu maka beban untuk menyediakan anggaran 
penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan 
lembaga pemasyarakatan pun akan berkurang. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS IṢLᾹH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Iṣlᾱh Menurut Hukum Pidana Islam 
Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata al-Iṣlᾱhyang artinya 
memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha 
mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk 
berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku 
sebagai orang suci.51 
Secara bahasa, akar kata Iṣlᾱh berasal dari lafazh حلص – حلصي – حلص  yang 
berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata Iṣlᾱh merupakan bentuk 
mashdar dari wazan لبعفإ yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan 
mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata ح لاص  merupakan lawan kata dari 
دبسف / ةئيس  (rusak). Sementara kata حلص إ  biasanya secara khusus digunakan untuk 
menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.52 
Iṣlᾱh ialah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan 
antara dua pihak yang sedang saling berperkara. Iṣlᾱh merupakan sebab untuk 
mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. 
Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, maka dari 
itu Iṣlᾱh mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal 
yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab 
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yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan 
yang dianjurkan oleh syara.53 
Konsep Iṣlᾱh dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan al’afwu, bahkan ada 
beberapa ulama yang menyamakan antara Iṣlᾱhdan al’afwu. Namun, dari Iṣlᾱh dan 
al’afwu berbeda secara definisi maupun konsep. Secara ringkas dapat disimpulkan 
bahwa ishlah merupakan satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih 
oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan 
berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian di antara kedua belah 
pihak. Sedangkan al’afwu adalah media penyelesaian perkara kejahatan qisash 
dengan melepaskan hak qisash dari korban kepada pelaku, yang masih 
memungkinkan dilakukan qisash. Dalam konteks jinayat dan lebih khusus lagi 
persoalan pembunuhan, secara implisit menarik satu garis pembeda antara al’afwu 
dan ishlah dengan melihat arti makna inisiatif kompensasi itu berasal. Jikalau inisiatif 
pemberian kompensasi terhadap hukuman qisas tersebut berasal dari kedua belah 
pihak, maka itu dikatakan ishlah (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian 
kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka yang 
demikian itu masuk dalam kategori al’afwu (pemaafan).54 
Pembedaan antara Iṣlᾱh dan al’afwu tersebut dapat dikatakan hanya terdapat 
pada tataran konsep saja, sedangkan dalam praktik, sangat mungkinkan terjadi 
persamaan teknis dalam pelaksanaannya sebagai satu metode penyelesaian suatu 
jarimah. Bahwa Iṣlᾱh merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah 
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keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam bidang 
hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan para pihak. Sedangkan 
al’afwu merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan 
dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban 
memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi) atau tanpa kompensasi. 
Secara istilah, Iṣlᾱh bisa diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya 
dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, , Iṣlᾱh 
dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan 
yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari 
perbuatan tidak baik.55 
Abd Salam menyatakan bahwa makna shalaha yaitu memperbaiki semua 
amal perbuatannya dan segala urusannya. Dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-
Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata Iṣlᾱh mempunyai arti 
mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus serta mengembalikan fungsinya 
untuk dimanfaatkan. 
M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, ada puluhan ayat dalam Al-Qur‟an 
berbicara tentang kewajiban melakukan salah dan , Iṣlᾱh. Dalam kamus-kamus 
bahasa Arab, kata ṣ alah diartikan sebagai antonym dari kata fasad (kerusakan), yang 
juga dapat diartikan sebagai yang bermanfaat. Sedangkan kata Iṣlᾱh digunakan oleh 
Al-Qur’an dalam dua bentuk: Pertama Iṣlᾱh yang selalu membutuhkan objek; dan 
kedua adalah salah yang digunakan sebagai bentuk kata sifat. Sehingga, salah dapat 
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diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan 
berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada 
satu nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, 
maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut dan hal yang dilakukannya 
itu dinamai Iṣlᾱh.56 
B. Urgensi Iṣlᾱh Dalam Hukum Pidana Islam 
Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu 
keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap 
sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat 
dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai 
bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, 
baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara, maupun melalui forum-
forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara.57 
Iṣlᾱh dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian 
suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses , 
Iṣlᾱh, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu 
pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, 
sedangkan pihak yang lain adalah mediator. Yang ketiga, Iṣlᾱh merupakan proses 
sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan 
kewajiban.58 
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Terdapat anggapan selama ini bahwa dalam suatu perkara atau kasus hukum, 
terutama pada kasus-kasus pidana, pilihan penyelesaian perkara melalui peradilan 
menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang 
dianggap legal di negeri ini. Namun demikian, salah satu alternatif penyelesaian 
perkara yang dianggap lebih mudah sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang 
untuk selesainya sebuah perkara yaitu dibuatnya lembaga pemaafan. Lembaga 
pemaafan dapat menangani segala jenis jarimah dalam Islam, maka dapat dikatakan 
bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem hukum pidana nasional 
menjadi sangat urgen, bukan saja karena lembaga ini diakui dalam hukum tetapi juga 
karena keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah yang dihadapi 
oleh para pihak yang bertikai.59 
Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar 
mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur’an. 
Yakni konsep Iṣlᾱh (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49 : 
9.  
  ِناَ ت َف ِئا َط  َن ِم  َنيِن ِم ْؤ ُم ْلا اوُ ل َ تَ ت ْقا او ُح ِل َْص أ َف  َم ُه َن ْي َ ب ۖ   ْنِ إ َف  ْتَغ َب  َم ُهاَد ْح ِإ
 ْنِإ َو 
 اوُ ل ِتا َق َف يِتَّ لا يِغ ْبَ ت ٰىَّ ت َح َءي ِفَ ت  ٰىَل ِإ  ِر ْمَ أ ۚ   ِ َّاللّ  ْنِ إ َف  ْت َءا َفو ُح ِل َْص أ َفا
ىَل َع  ٰى َر ُْخ ْلْا 
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                                  ِل ْد َع ْلا ِب او ُط ِس ْقَ أ َو ۖ    َّن ِإ  َ َّاللّ   بِحُ ي  َني ِط ِس ْق ُم ْلا
 َم ُه َن ْي َ ب 
 
Terjemahnya: 
“Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya 
terhadap yang lain maka tidaklah kelompok yang berubuat aniaya itu sehingga 
ia kembali keoada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orangorang yang berlaku adil.60” 
Ayat di atas menggunakan kata ( نإ ). Kata ini untuk menunjukan bahwa 
pertikaian antar kelompok orang beriman sebenarnya diragukan atau jarang terjadi. 
Karena orang-orang itu adalah orang yang beriman juga dan memiliki tujuan yang 
sama. Kata iqtatalu ( اولتتق إ  ) terambil dari kata qatala ( لتق ). Ia dapat berarti 
membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Dengan demikian, perintah fa qatilu pada 
ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka 
boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang lebih 
netral untuk kata tersebut – lebih-lebih dalam konteks ayat ini – adalah tindaklah. 
Dengan demikian, ayat di atas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan 
melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak. Jangan tunggu 
sampai rumah terbakar, tetapi padamkanlah api sebelum menjalar.61 
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Kata iqtatalu ( اولتتقإ ) berbentuk jamak, sedang tha‟ifatani (نبتفءبط) 
berbentuk dual. Sepintas mestinya kata iqtatalu berbentuk dual juga. Tetapi tidak 
demikian kenyataanya. Hal tersebut karena menurut sementara pakar disebabkan 
karena jika terjadi peperangan atau perkelahian antara dua kelompok, yang akhirnya 
menjadi lebih dari dua orang, tetapi tetap itu menjadi dua pihak. Kata ashlihu (اوحلصأ) 
terambil dari kata ashlaha (حلصأ) yang asalnya adalah shaluha (حلص). Dalam kamus-
kamus bahasa, kata ini dimaknai dengan anonim kata fasada (دسف) yang artinya rusak. 
Ia diartikan juga dengan manfaat. Dengan demikian shaluha berarti tiadanya atau 
terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedang ishlah (حلاصإ) adalah upaya 
menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya 
lebih banyak lagi. Dalam konteks hubungan antar manusia, maka nilai-nilai itu 
tercermin dalam keharmonisan. Apabila terjadi kerusakan, maka hal ini menuntut 
adanya islah, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan sebagai dampaknya akan 
lahir aneka manfaat dan kemashlahatan. 
Ayat di atas merupakan landasan hukum untuk memaafkan tindak pidana Al- 
Baghyu (pemberontakan). Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk 
mendamaikan. Namun jika salah satu kelompok dari dua golongan masih 
memberontak dan melampaui batas maka diperbolehkan untuk memerangi mereka 
hingga mereka kembali jalan yang benar. Namun, pemberontakan yang dimaksud 
ialah bahwa pemberontakan hanya dilakukan kepada kepala negara yang sah dan 
berdaulat. Apabila dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara 
  
tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak di sebut 
pemberontakan.62 
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui doktrin Islam tentang penyelesaian 
perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak 
yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Hal-
hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan 
konvensional, sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak 
terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan. Karena jiwa yang telah 
didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap 
muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di 
antara pihak-pihak berperkara. Doktrin Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian 
perkara pidana bahkan telah merupakan hukum postif yang berlaku dalam negara dan 
masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum manapun. Lembaga itulah yang 
dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.63 
Tampaknya para fuqaha sama pandangannya bahwa semua jarimah dapat di 
pengaruhi oleh paksaan, kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayaan berat kedua 
jarimah tersebut sangat berbahaya dan menyangkut keselamatan manusia, sedangkan 
memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi 
masyarakat. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang harus 
dijatuhkan kepada pelaku (orang yang dipaksa). Menurut Imam Malik dan Imam 
Ahmad hukumannya adalah sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu qiṡāṡ, karena 
sudah cukup jelas dan tidak ada syubḥāt. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan 
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Hanafiah, sebagian menyatakan hukumannya adalah qiṡāṡ dan sebagian lagi 
menyatakan hukumannya adalah diyat. Alasan golongan kedua ini adalah karena 
adanya paksaan itu dianggap sebagai syubḥāt yang dapat menghapuskan hukuman 
qiṡāṡ Imam Abu Hanifah sendiri dan muridnya Imam Muhammad Ibn Hasan, hanya 
menetapkan hukuman Ta’zīr64 
 
C. Efektifitas Iṣlᾱh Dalam Hukum Pidana Islam 
Iṣlᾱh atau sulh adalah suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak 
bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. , Iṣlᾱh / sulh memberikan 
kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara. 
Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka 
dapat diakhiri. Al-Qur’an menganjurkan memilih Iṣlᾱh sebagai sarana penyelesaian 
perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Iṣlᾱh dapat memuaskan para 
pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian 
perkara mereka. , Iṣlᾱh mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan 
memperkuat tali silaturahmi para pihak.65 
Masyarakat memiliki tata nilai dan norma yang dijadikan acuan bersama 
dalam menata hubungan sosial. Iṣlᾱh sebagai salah satu nilai hidup, dapat 
memberikan identitas pada masyarakat, yaitu masyarakat yang mengutamakan 
perdamaian dan kebaikan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta 
kekompakan di antara individu dalam masyarakat. 
                                                          
64Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, Al-fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba’ah. Terj. Ahmad wardi, Fiqh 
jinayah (Jakarta: Sinar grafika,2006), h.288. 
 65Umar At-Tamimi, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif 
Hukum Islam, h. 465.  
  
Iṣlᾱh dinilai mampu mengobati luka hati rakyat. Iṣlᾱh dapat mencegah 
masyarakat membuka luka masa lampau dengan melakukan pembalasan dendam, 
melainkan menutup luka itu dengan pemulihan hak korban atau keluarga korban 
sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. 
Dengan demikian, Iṣlᾱh lebih bermakna psikologi sosial-politik, demi 
menjaga agar masyarakat terhindar dari kekerasan berdimensi apa pun secara 
berkelanjutan. Untuk tujuan akhir tersebut, berarti individu, kelompok, dan negara 
“harus menanggung ketidakadilan yang memilukan” dan membuka pintu maaf untuk 
pelaku. Dengan demikian, Iṣlᾱh adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah 
pahit demi penciptaan tatanan hidup yang lebih baik di masa depan. Singkatnya, Iṣlᾱh 
lebih menekankan pencapaian tujuan akhir itu daripada penuntutan pidana. 
Formula Iṣlᾱh sejalan dengan ajaran agama. Sebab, agama memandang semua 
manusia dan muslim bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan antarsesama. Islam 
membolehkan peristiwa pidana diselesaikan melalui qisas-diyat, tetapi memaafkan 
lebih baik dan lebih dekat kepada taqwa.66 
Memahami dan mengaplikasikan Iṣlᾱh dalam kehidupan masyarakat tidak 
selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan muslim. Iṣlᾱh dapat diaplikasikan 
dalam masyarakat manapun. Sebab secara esensial, Iṣlᾱh merupakan nilai yang 
bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Iṣlᾱh yang hakiki hanya 
dirujukkan kepada konsep Islam, tetapi dampak sosial yang lahir dari ishlãh dapat 
digunakan dan dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.Termasuk dalam konteks 
kehidupan antar bangsa, nilai Iṣlᾱh sangat relevan untuk dijadikan nilai universal 
guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan. 
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Iṣlᾱh dalam hukum pidana Islam secara konsep sudah diatur dalam Al-Qur’an 
dan hadis, hal ini tentunya menjadikan Islam sebagai agama yang sangat toleran dan 
menjungjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum. 
Adapun Iṣlᾱh dapat dilakukan atas jarimah-jarimah selain jarimah hudud. Hal ini 
berdasarkan hukum, bahwa jarimah hudud merupakan hak Allah yang ketentuannya 
sudah secara jelas tertulis di dalam Nash. Iṣlᾱh diharapkan dapat membawa 
kedamaian para pihak tanpa meninggalkan rasa dendam maupun penyesalan, yang 
akhirnya keadaan sosial masyarakat kembali rukun. 
BAB IV 
KONSEP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI 
IṢLᾹH   
A.  Bentuk Penyelesaian Iṣlᾱh Dalam Masyarakat Umum 
Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan 
sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam 
kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa ketat atau longgarnya kontrol itu, tidaklah 
mengurangi konsep para teoretisi sosial bahwa pada dasarnya hukum itu adalah 
instrumen kontrol. Sebagai instrumen kontrol, hukum di tengarai oleh sifatnya yang 
formal dan politis, tanpa peduli apakah warga itu suka dan rela atau tidak untuk 
menaatinya. Berkenyataan seperti itu, hukum akan dilaksanakan dan ditegakkan 
dengan ancaman sanksi terhadap sesiapapun yang diduga tidak akan mau 
menaatinya67. 
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Melihat fungsional daripada hukum itu sendiri, maka dapat kita tarik satu 
peristiwa yang dapat menjadi contoh daripada kemashlahatan hadirnya Iṣlᾱh di 
tengah-tengah pertikaian. Sebagai contoh pada penyelasaian kasus pelanggaran oleh 
AQJ yang menyebabkan kematian diantaranya. 
Dalam kasus tersebut, pihak Ahmad Dhani mencoba mendekati keluarga 
korban dengan cara mengunjungi keluarga korban mati dan korban luka-luka. Hal ini 
dilakukan pihak AQJ sebagai itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 
AQJ secara damai. Salah satu korban luka-luka bernama Nugroho Brury mengaku 
mendapatkan santunan dari pihak AQJ, santunan itu sebesar 18 juta per enam bulan. 
Selain itu, ketika korban masuk rumah sakit, Ahmad Dhani selaku orangtua AQJ 
membantunya dengan melunasi semua biaya perawatan hingga keluar dari rumah 
sakit. "Sejauh ini untuk tanggung jawabnya saya puas sekali ya, kita nggak merasa 
dipersulit. Segala urusan dipermudah," urainya ketika diwawancarai oleh media 
online detik.68 
Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi 8 September tersebut 
menewaskan enam orang dan sembilan lainnya luka-luka ini, kecelakaan maut yang 
terjadi pada pukul 00:24 dini hari ini menjadikan Abdul Qodir Jaelani atau yang 
akrab dipanggil Dul sebagai tersangka utama penyebab kecelakaan tersebut. Anak 
bungsu musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobil sedan dengan plat polisi B 80 
SAL ini menabrak pagar pemisah dan masuk ke jalur berlawanan, yang kemudian 
mobil yang dikendarainya menghantam mobil Avanza dan Grandmax yang berisi 13 
penumpang yang datang dari arah berlawanan. Peristiwa yang terjadi di kilometer 
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8+200 ini terjadi ketika Dul memacu kendaraan dari arah Cibubur menuju Jakarta. 
Tiba-tiba saja mobil yang dikemudikan Dul lepas kendali dan menabrak pembatas 
jalan. Diduga mobil yang dikendarai Dul melaju dengan kecepatan di atas 100 Km 
per jam. 
Lebih jelasnya, kronologis pelanggaran lalu lintas yang berujung kecelakaan 
ini terjadi ketika Mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikendarai oleh Dul datang 
dari arah selatan menuju utara menabrak pagar tengah hingga melayang ke arah jalur 
berlawanan. Mobil itu menghantam Daihatsu Grandmax B 1347 UZJ dan terdorong 
mengenai Avanza B 1882 UZ. Akibat kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 00.45 
WIB. Korban meninggal di TKP sebanyak 6 orang sedangkan 1 orang meninggal di 
rumah sakit, jadi korban yang meninggal sebanyak 7 orang, dan 9 orang mengalami 
luka-luka. 
Di Indonesia sudah memiliki beberapa perangkat hukum yang mengatur 
tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku pidana maupun sebagai korban dari 
suatu tindak pidana. Perlindungan hukum kepada anak adalah upaya hukum terhadap 
berbagai kebebasan dan hak anak (fundamental rights and freedom of children) serta 
berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan. Wagiati Soetodjo 
menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang 
usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak 
mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan 
psokologi anak.69 
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Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, wajib 
mengupayakan disversi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.11 tahun 2012 
tentang disversi. Berdasarkan pasal 6 UU tersebut, disversi bertujuan untuk mencapai 
perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses 
peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada 
anak. 
Dilihat dari tujuannya, proses peradilan anak lebih mengedepankan 
perdamaian para pihak, sehingga menghindari penjatuhan hukuman yang 
dikhawatirkan akan menganggu psikologis anak. Dalam sistem peradilan anak, skema 
yang dijalankan adalah yaitu setelah terjadi tindak pidana, kemudian dilakukan 
penyelidikan dan penyidikan oleh petugas, setelah itu dilakukanya disversi yang 
melibatkan pihak anak, korban, keluarga atau wali anak, serta penyidik atas 
rekomendasi lembaga kemasyarakatan.70 
Penyelesaian kasus kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) 
nampak dilematis. Perlu kehati-hatian dari aparat penegak hukum untuk 
menuntaskannya. Meskipun di sisi lain, Ahmad Dhani memberi respons positif dan 
akan bertanggung jawab pada keluarga korban. Bila pihak Ahmad Dhani dan 
keluarga para korban sepakat berdamai, itu merupakan hal positif. Hal itu sah secara 
hukum. Namun, ia menyatakan bahwa musyawarah itu juga harus menyertakan polisi 
sebagai penegas perdamaian antara dua pihak. Sebaliknya, bila pihak Ahmad Dhani 
dan keluarga korban berdamai tanpa sepengetahuan polisi, hal itu akan sia-sia. 
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Ketua Majelis Hakim yaitu Pertianti, membacakan putusan dengan 
mengungkapkan beberapa pertimbangan mengapa membebaskan terdakwa. Majelis 
hakim tidak sependapat jika terdakwa diberikan pidana bersyarat. Pengamatan 
majelis, terdakwa masih dapat dibina untuk meperbaiki kesalahannya. Adapun 
pertimbangan lain mengacu pada UU No 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. 
Lebih lanjut Petrianti menambahkan, ada beberapa pertimbangan lainnya yaitu telah 
terjadinya perdamaian antara korban dan keluarga besar terdakwa. Para korban dan 
keluarga korban tidak ingin kasus ini di bawa ke ranah hukum karena sudah 
diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarga terdakwa secara sungguh-sungguh 
menyatakan tanggung jawab. Di mana keluarga terdakwa, telah menanggung biaya 
pengobatan, pendidikan anak korban, dan pemakaman para korban. Usai 
membacakan beberapa pertimbangan lainnya, Petrianti akhirnya memutuskan bahwa 
AQJ dinyatakan bebas dan akan dikembalikan kepada kedua orangtuanya, karena 
masih di bawah umur. Selain itu, Hakim mempertimbangkan hal lain yang 
meringankan hukuman AQJ karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa 
dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung 
biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. 
Bahkan keluarga AQJ bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan 
tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa Iṣlᾱh atau upaya damai yang dilakukan oleh pihak AQJ dan 
keluarga korban berguna sebagai pertimbangan hakim. Hal ini dapat terlihat ketika 
proses restorative justice yang dilakukan oleh pihak AQJ tidak menghentikan proses 
peradilan. Sebagaimana dalam UU no.11 tahun 2012, apabila proses disversi dalam 
mewujudkan keadilan restoratif tidak tercapai, maka proses peradilan anak tetap 
  
dilanjutkan dalam acara peradilan pidana anak. Namun proses disversi tersebut 
bukanlah sesuatu yang sia-sia, hakim dalam menetapkan keputusannya menjadikan 
Iṣlᾱh para pihak sebagai pertimbangan, yang akhirnya menjadikan sebuah keputusan 
yang bermanfaat bagi semua pihak71. 
B. Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Secara Iṣlᾱh Dalam  Hukum 
Pidana Islam 
Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang adalah 
mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Al-
Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di 
luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat 
dilakukan di antaranya oleh seorang hakam (Pihak ketiga).72 Ḥakam ini berfungsi 
sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. 
Istilah teknis penyelesaian perkara non-litigasi, ḥakam sejajar dengan mediator atau 
arbitator. 
Menurut Amin Suma, salah seorang anggota tim revisi KUHP, beliau pernah 
menyatakan bahwa salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah 
yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Seorang terdakwa bisa saja 
terbebas dari sanksi pidana jika ia dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. 
Ketika diwawancarai oleh Nanang Shaikhu dari UIN Online, Amin Suma 
mengatakan “Saya pernah menjadi tim perumus RUU KUHP. Saya memaparkan 
bahwa salah satu institusi dalam pidana Islam terdapat “pemaafan”. Institusi ini 
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setahu saya adalah khas milik hukum pidana Islam, dalam hukum pidana lain tidak 
ada. Dalam pidana Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan tetapi jika pihak 
keluarga korban memaafkan, maka ia bebas sama sekali dari hukum. Kalau dalam 
hukum pidana lain tidak demikian, tetap perbuatanya harus diproses.73 
Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan 
melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakam di antara pihak yang 
sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, “arbitrase” dapat 
disepadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. 
Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu 
sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase 
yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh 
dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara 
mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam” .74 
Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah 
fiqih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang 
mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan perkara para pihak yang 
bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian “tahkim” 
menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan 
persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang 
mengikat kedua belah pihak. Sedangkan pengertian “tahkim” menurut ahli hukum 
dari kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai 
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atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara‟ 
terhadap suatu peristiwa yang wajib dilakukannya.75 
Hakam dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 : 
 ْن ِم ا ًم َك َح اُو ث َع ْبا َف ا َم ِه ِ ن ْي َب َقا َق ِش ْمُ ت ْف ِخ ْن ِ إ َو  ْن ِإ ا َه ِل ْهَ أ ْن ِم ا ًم َك َح َو ِه ِل ْهَ أ
ا ًري ِب َخ ا ًمي ِل َع َنا َك َ َّاللّ َّنِإ ۗ ا َم ُه َن ْي َ ب ُ َّاللّ ِق ِ ه ف َوُ ي ا ًح َلاْصِإ ا َدي ِر ُ ي 
Terjemahnya : 
“Dan jika kamu khawatir persengketaan di antara keduanya, maka 
kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri-mu itu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal76” 
Fungsi utama hakam adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah 
mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami-istri yang 
bersengketa itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka hakam 
dan, dengan begitu, mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan, 
baik disetujui oleh para pihak maupun tidak. Pendapat ini juga dianut oleh sejumlah 
sahabat Nabi saw., juga kedua imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal.77 
Meskipun konsep tahkim, al-hakam, dan hakamain, dalam Al-Qur‟an lebih 
mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam perkembangannya, 
ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-perkara yang terkait dengan 
pidana. Seperti, perkara yang terjadiantara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin 
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Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah 
mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai “tahkim”. 
Menurut Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa 
Allah mewajibkan qisash jika - wahai keluarga terbunuh- menghendakinya sebagai 
sanksi akibat pembunuhan. Tetapi pembalasan itu harus melalui pihak yang 
berwenang dengan ketetapan bahwa, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita. Jangan menuntut seperti adat Jahiliah, 
membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga 
menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah 
hanya seorang, karena makna qisash adalah “persamaan”. Tetapi jika keluarga 
teraniaya (korban) ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan 
menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.78 
Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya 
sekemanusiaan, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah yang diberi maaf membayar diat yakni tebusan kepada yang memberi maaf 
dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kali yang memaafkan menuntut tebusan 
yang tak wajar. Yang demikian itu, adalah ketetapan hukum tersebut, yakni suatu 
keringanan dari Tuhan kamu agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, ia 
juga merupakan rahmat bagi keluarga korban dan pembunuh. 
Jarimah qisash dalam fiqih jinayah ada 2, yaitu qisash karena melakukan 
jarimah pembunuhan, dan qisash karena melakukan jarimah pengaiayaan. Adapun 
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jarimah pembunuhan menurut ulama fiqih terbagi dalam 3 kategori, yaitu 
pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja dan tersalah.79 
Adapun sanksi hukuman qisash hanya berlaku bagi tindak pidana pembunuhan yang 
pertama, yakni pembunuhan sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lain 
sanksinya dalah diyat. Demikian juga sanksi pembunuhan sengaja yang dimaafkan 
oleh keluarga korban, sanski hukumanya juga berupa diyat. Mengenai jumlah diyat 
yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana adalah berupa diyat berat, ataupun diyat 
ringan. Perbedaan kedua diyat tersebut terletak ada jenis dan umur unta, tetapi jumlah 
untanya tetap sama baik diyat ringan maupun diyat berat, yakin sama-sama 100 ekor 
unta. Untuk diyat ringan, hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor 
yang lain berumur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umurnya 2-3 tahun, 20 ekor yang lain 
umur 3-4 tahun, dan 20 ekor lagi berumur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri 
dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang sedang mengandung 
atau bunting. 
Kasus pidana yang secara jelas dapat diserahkan kepada lembaga pemaafan 
ini, adalah jarimah pembunuhan, sebab kasus itulah yang disebutkan secara tegas dan 
langsung dalam Al-Qur‟an, yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk 
menentukan jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Namun 
ada Hadis Nabi saw. yang menunjukkan bahwa kasus-kasus pidana yang lain pun 
dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan ini. Dalam wewenangnya 
sebagai lembaga pemaafan, hendaknya melihat jarimah apa yang menjadi pertikaian 
di antara para pihak. Dalam hukum pidana Islam, di kenal tiga macam jarimah (tindak 
pidana), yaitu jarimah Hudud, Qisash, dan Ta’zir. Jarimah sendiri menurut bahasa, 
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berasal dari kata Jarama yang artinya berusaha dan bekerja. Sedangkan menurut 
istilah, seperti dikemukakan oleh Imam al-Mawardi, Jarimah adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang yang bersifat syari (mahzurat syar’iyyah), yang diancam 
oleh Allah SWT dengan sanksi had atau ta`zir80. 
Menurut Abdul Qadir Audah, yang dapat menyebabkan gugurnya uqubah 
(hukuman) dalam syari’at yaitu, Pertama, pelaku kejahatan (jani) meninggal dunia. 
Akan tetapi jika hukuman itu adalah hukuman maliyah seperti diyat, tentu saja tidak 
dapat menggugurkan hukumanya, seperti dalam kasus tindak pidana qatl alkhata’ 
(pembunuhan tidak sengaja) maka hukuman terhadap hartanya tetap harus dijalankan. 
Kedua, qisash dan diyat menjadi gugur apabila kedua belah pihak melakukan Iṣlᾱh. 
Fuqaha sepakat bahwa qisash menjadi gugur jika para pihak melakukan Iṣlᾱh. Untuk 
perkara qisash, jika terjadi Iṣlᾱh, maka kadar pelaksanaan Iṣlᾱh boleh melebihi diyat 
ataupun boleh juga lebih ringan dari pada diyat, karena ia tidak ada sangkut pautnya 
dengan harta. Namun, Iṣlᾱh dalam perkara diyat tidak boleh dilakukan melebihi dari 
yang telah diwajibkan diyat, karena kelebihan terhadap diyat dihitung sebagai riba. 
Ketiga, hukuman dapat gugur jika pelaku mendapat maaf (afw) dari korban atau 
walinya. Adapun dalam perkara hudud tidak boleh ada maaf, karena ia menyangkut 
hak Allah. Maaf yang diberikan, baik itu diberikan oleh korban ataupun wali al-amr 
adalah tidak sah.81 
Secara bahasa, lafal hadd atau hudud berarti pencegahan, dan yang dimaksud 
dengan hudud Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena dilarang. 
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Jarimah Qisash dan Diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisash atau 
diyat. Baik qisash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan 
oleh syara’. Perbedaan qisash dengan hukuman hadd adalah bahwa hadd merupakan 
hak Allah (masyarakat), sedangkan qisash dan diat adalah hak manusia (individu). 
Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh 
Mahmud Syaltut adalah “suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang 
tertentu82”. 
Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa 
dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Sedangkan, jarimah takzir 
adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman takzir. Pengertian takzir menurut 
bahasa ialah ta‟dib atau memberi pelajaran atau menolak dan mencegah, akan tetapi 
menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh imam Al-Mawardi bahwa “Takzir 
itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan 
hukumannya oleh syara”.83 
Ta‟zir adalah bentuk masdar dari kata   رِزْعَي -  َرَزَع  yang secara etimologis berarti 
  عْنَملاَو   د َّرلا , yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti    ه َّرََصن  menolong 
dan menguatkan84. Hal ini serupa dalam firman Allah swt. Dalam Q.s al-Fath/48:9 
  ِ َّللّا ِب  ِه ِلو ُس َر َو  ُ هو ُر ِ ز َُع ت َو  ُ هو ُر ِ  ق َُو ت َو  ُ هو ُحِ  ب َسُ ت َو   ة َر ْكُ ب   ليِصَ أ َو
اوُ ن ِم ُْؤ ت ِل 
Terjemahnya: 
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“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)-Nya, membersarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi 
dan petang85.” (Q.S. Al-Fath: 9). 
Kata ta’zir dalam ayat di atas juga memiliki arti   َو  هاََوق   َونبَعأَو   ه ََّرقَو  َو   وَمَّظَع  
yaitu membersarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (Agama Allah). 
Menurut Nurul Irfan dalam buku fiqih Jinayah, ta’zir ialah sanksi yang diberlakukan 
kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak 
Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud 
ataupun kafarat. Karena ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alqur’an dan 
hadis. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir, harus tetap memperhatikan 
petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum. Ta’zir memang 
tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh 
lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis 
dan bentuk ta’zir berupa hukuman mati.86 
Berbeda dengan hudud, menurut Makhrus Munajat, jarimah hudud umumnya 
diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak 
oleh Allah swt., sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman selain 
hukum yang ditetapkan Allah. Alasan para fuqaha mengklasifikasikan jarimah hudud 
sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh Al-
Qur’an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. Kedua, 
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jenis pidana dan sanksinya secara definitif di sebut secara langsung oleh lafal yang 
ada dalam Al-Qur’an, sementara pidana lain tidak.87 
Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan atau perdamaian 
adalah orang yang memiliki hak qishash. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Abu 
Hanifah, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pemilik qishash adalah 
semua ahli waris, baik zawil furudh maupun ashabah, laki-laki maupun perempuan 
dengan syarat mereka itu akil dan baligh. Lain halnya dengan Imam Malik, 
menurutnya pemilik hak qishash adalah ashabah laki-laki yang paling dekat 
derajatnya dengan korban dan perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat 
tertentu mereka adalah mustahik (ahli waris) qishash.88 
Sedangkan, untuk jarimah qisash para ulama telah sepakat tentang 
dibolehkannya perdamaian, sehingga dengan demikian qishash menjadi gugur. 
Perdamaian dalam qishash ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari 
pada diat, sama dengan diat, atau lebih kecil dari diat. Juga boleh dengan cara tunai 
atau utang (angsuran), dengan jenis diat atau selain jenis diat dengan syarat disetujui 
(diterima) oleh pelaku jarimah. Akan tetapi, dalam hukum qishash itu terkandung dua 
hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa (negara) 
masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman ta’zir. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Hanafiyah dan Malikiyah. Hukuman ta’zir menurut Malikyah adalah penjara selama 
satu tahun dan jilid (dera) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut Syafi’iyah, 
Hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman ta’zir. 
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Salah satu jarimah qisash adalah pembunuhan, Ibn Qudamah dalam kitabnya 
al-Mughni menyebutkan bahwa Imam Malik, al-Laist dan al-Auza’i telah 
menetapkan bahwa si pembunuh apabila dimaafkan oleh wali korban, maka dia 
dijatuhi hukuman jilid dan penjara selama satu tahun. Sedangkan al-Syafi’i, Ishak, 
Ibn Munzir dan Abu Tsaur berpendapat bahwa si pembunuh boleh diberi kebebasan 
penuh. Memperkuat pendapat Malik di atas, Abd al-Qadir Audah dalam bukunya al-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami menegaskan bahwa jika pihak korban memaafkan 
pembunuh, maka yang gugur hanyalah hak-hak perorangan (private rights) yaitu 
hukuman qisash atau diyat saja. Sedangkan hak Allah yang di langgar harus tetap 
dijatuhi hukuman oleh hakim berupa hukuman ta’zir..89 
 
 
C. Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Secara Iṣlᾱh Dalam Hukum 
Nasional. 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya yang berjudul Filsafat 
Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, perdamaian dalam perkara pidana tidak 
selalu diupayakan layaknya perkara perdata. Karena upaya damai dalam perkara 
pidana tidak pernah menjadi komponen yang utama dan tidak menentukan baik 
diawal maupun diakhir proses penanganan. Hukum pidana menempatkan perdamaian 
di luar pengadilan. Itulah sebabnya filosofi yang melatar belakangi kehadiran 
peradilan pidana hanya berkisar pada upaya pengawasan sosial melalui upaya 
penegakkan hukum materiil, dan melindungi hak-hak individu90  
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Paradigma diatas ada benarnya, sebab paradigam dalam hukum pidana 
bersifat retributif, di mana hukuman harus mengakibatkan pada si penjahat kerugian 
atau penderitaan, atau paling tidak seimbang dengan apa yang diderita korban. 
Namun, demikian bukan berarti penyelesaian perkara pidana di luar peradilan tidak 
dapat dilakukan. Mengingat dalam hukum pidana sudah dianut pola semacam itu. Hal 
ini dapat dilihat di bab VIII buku I KUHP, di mana ada alasan penghapusan 
penuntutan, meskipun hanya terbatas pada tindak pidana pelanggaran yang semata-
mata diancam dengan denda91 
Hakim mempunyai wewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan 
hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi 
rasa keadilan masyarakat saat ini, dengan mencakupkan pertimbangan hukumnya 
secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum92 
Dalam penyelesaian tindak pidana dengan konsep keadilan Restoratif, setelah 
adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang 
Perma Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri 
Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan 
Kepolisan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan 
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum 
terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan 
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memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan dan perkara-
perkara yang dijatuhi hukuman denda93. 
Namun dalam praktiknya, tidak hanya tindak pidana ringan ataupun perkara 
perkara yang dijatuhi denda saja yang melakukan perdamaian atau proses islah diluar 
peradilan pidana. Hal ini dapat terjadi dengan adanya diskresi kepolisian yang 
berwenang untuk memilih tindakan apa yang pantas kepada suatu perkara Menurut 
pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang diskresi kepolisian, sebenarnya telah 
memberikan pijakan yuridis kepada polisi sebagai penyidik untuk menerapkan 
filosofi restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Dengan diskresi ini, 
penyidik polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana 
yang ditanganinya, dalah satu tindakan yang dapat dilakukanya adalah 
mengimplementasikan restorative justice dengan cara mendudukan korban pada titik 
sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan, akan 
tetapi tetap dimintai pertanggung jawaban94 
Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum 
dan mengenakan sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran, namun kepolisian juga 
dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seorang pelanggar dari proses 
hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 
ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat 
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Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 
menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 
hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.95 
Penerapan restorative justice di Indonesia dapat dilakukan dengan model 
lembaga musyawarah untuk mencapai perdamaian dan keadilan. Dengan demikian, 
penegak hukum dapat menjadikanya sebagai solusi untuk mengatasi kendala bagi 
penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan dalam mengimplementasikan 
keadilan restoratif. Polisi dapat melakukan hal ini melalui hak diskresi yang 
dimilikinya karena hal itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh 
hukum itu sendiri96 
Tugas polisi sebagaimana yang diatur dalam bab IV KUHAP memiliki 
wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, 
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang 
tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan, memeriksa dan menyita surat, memanggil orang 
sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli, mengadakan penghentian 
penyidikan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab97 
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Dengan demikian, kepolisian itu tidak perlu hanya memainkan peran yang 
bersifat represif. Di lapangan, secara prosentase pekerjaan polisi yang bersifat 
represif itu lebih kecil jika dibandingkan dengan yang bersifat preventif, dan bahkan 
jauh lebih kecil dengan pekerjaan yang pre-emptif. Pola yang demikian itu 
mengisyaratkan bahwa cara kerja kepolisian bukan seperti pemadan kebakaran yang 
bekerja setelah kejadian, melainkan harus selalu mendahului menculnya kejadian 
dengan mengedepankan tindakan prefentif dan pre-emptif ketimbang represif. 
Mengingat peran yang dimainkan oleh kepolisiaan secara komprehensif seperti itu 
(represif-preventif-pre-emptif), maka model peradilan yang cocok dikembangkan 
oleh kepolisian (dan tentunya perangkat hukum yang lainya) dalam menangani 
berbagai kasus kriminal adalah restorative justice98 
 Model peradilan yang demikian itu lebih mengutamakan upaya “pemulihan 
keadaan” sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mencarei 
keadilan. Peran kepolisian dalam model peradilan restorative adalah sebagai 
“fasilitator” dan bukan semata-mata sebagai “penghukum” (penegak hukum). 
Dengan demikian hasil yang diharapkan dari proses peradilan restorative adalah 
menggalang terwujudnya “perdamaian” antara para pihak melalui upaya win-win 
solution Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam perkara 
pidana dapat dilakukan dengan pihak ketiga yaitu kepolisian sebagai fasilitator untuk 
korban dan pelaku kejahatan agar bisa bermusyawarah dan mengupayakan 
perdamaian di luar pengadilan. Meskipun rumusan restorative justice itu belum ada 
                                                          
98Yunan Hilmy, ‘’Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative 
Justuice Dalam Sistem Hukum Nasional’’, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan BHukum 
Nasional .Vol.2 Nomor 2. Agustus (2013): h. 7. 
  
  
dalam perundang-undangan Indonesia namun tidak berari tidak ada dasar hukumnya. 
Dasar hukum yang dapat dirujuk adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian 
RI, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman, UU Nomor 13 tahun 2006 tentang LPSK, Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 
Bantuan kepada Saksi dan korban. Juga sila ke-4 Pancasila yaitu prinsip musyawarah 
mufakat untuk menyelesaikan masalah99 
D. Analisis Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana pembunuhan melalui 
Iṣlᾱh dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional 
Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Penyelesaian tindak pidana 
pembunuhan secara Iṣlᾱh merupakan salah satu alternatif yang biasa digunakan 
dalam masyarakat Indonesia, cara ini dianggap lebih baik karena mampu memberikan 
rasa keadilan kepada kedua belah pihak. KUHP yang berlaku sebagai hukum 
positif tidak memberikan pilihan kepada penegak hukum dalam 
penyelesaian kasus tindak pidana. Bagi tindak pidana pembunuhan biasa 
yang diatur Pasal 338 KUHP ancamannya hanya maksimal 15 tahun penjara, 
dirasa sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga 
korban. Sistem hukum pidana KUHP lebih fokus pada penghukuman pelaku 
ketimbang kepada kepentingan korban. Model penyelesaian dengan cara 
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menghukum penjara kepada pelaku tidak ada manfaat bagi korban dan 
keluarga korban. Model penyelsesain dengan menggunakan sistem peradilan 
pidana yang berlaku sekarang ini sangat formalistik dan kaku. Semua kasus 
pidana harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang baku 
dan prosedural. Padahal persoalan pelanggaran hukum tidak selalu 
diselesaikan dengan peradilan. Ruang lingkup penegakan hukum adalah 
hanya penerapan undang-undang kepastian hukum dan bukan untuk 
memberikan keadilan yag substansi kepada pencari keadilan. Kondisi seperti 
inilah yang mendorong pencari keadilan untuk berupaya melakukan 
banding dan kasasi dengan harapan keadilan akan didadapat. Upaya lain 
untuk penyelesaian perkara pidana tidak ada selain melalui penyelesaian di 
pengadilan. Karena itulah satusatunya penyelesaian perkara yang dianggap 
legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya 
sangat bersifat formal justice (keadilan formal). Dikatakan formal karena 
proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu 
didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh 
aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses 
beracara yang juga standar dan mengabdi2. Saat ini, ketika terjadi suatu 
  
perkara atau kasus hukum dalam masyarakat, terutama pada kasus-kasus 
pidana pembunuhan, maka pilihan penyelesaian perkara harus melalui 
peradilan. Jika semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses 
peradilan pidana, maka pertanyaan adalah, apakah dengan adanya putusan 
pengadilan, lalu masalahnya selesai? atau dengan kata lain, apakah putusan 
pengadilan dapat menyelesaikan masalah? bukankah sering kali terjadi, 
bahwa putusan pengadilan itu bukannya menyelesaikan masalah tetapi 
justru menimbulkan masalah. Mengapa, karena pandangan orang terhadap 
proses peradilan itu bukan masalah benar atau salah, tetapi adalah berkaitan 
dengan masalah kalah dan menang sedangkan Dalam Peradilan pidana Islam 
memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan 
menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara dan pelaku. 
Salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah yang bisa 
diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana Islam, seseorang 
yang melakukan pembunuhan tapi jika pihak keluarga korban memaafkan, 
maka pelaku bebas sama sekali dari hukum. Sistem hukum Islam tidak 
memisahkan secara tegas hukum pidana dengan hukum perdata atau privat 
dangan hukum publik. Dalam hukum pidana terdapat aspek keperdataannya 
  
demikian juga sebaliknya. Ini terlihat adanya sanksi qishas dan diyat yang 
memberikan hak kepada korban untuk menentukan menjatuhkan sanksi 
qishas atau diyat. Prinsip ini sangat sesuai dengan perkembangan hukum 
pidana modern yang tidak lagi memisahkan secara tegas perbedaan hukum 
perdata dengan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku berdasarkan 
KUHP peninggalan penjajahan Belanda sangat tidak cocok dengan keadaan 
bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam KUHP 
sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia. 
Hukum pidana dalam KUHP lebih menekankan pada kepastian hukum 
sesuai dengan asas hukum pidana modern individualis. Apabila 
penyelesaian tindak pidana lebih menekankan pada kepastian hukum dan 
perlakuan terhadap pelaku  maka prinsip-prinsip keadilan akan 
dikorbankan, yang justru penyelesaian perkara pidana tidak ditemukan. 
Karenanya perlu digagas hukum yang berkeadilan dan cocok dengan nilai-
nilai keperibadian bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana nasional 
harus bersumber pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Di antara 
sumber hukum itu adalah hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam 
merupakan salah satu bahan hukum bagi pembangunan hukum dan banyak 
  
telah menjadi hukum positif Indonesia. Hukum pidana Islam dikenal tiga 
macam jarimah (tindak pidana) yaitu: (1) jarimah hudud, (2) jarimah Qishas-
diyat, (3) jarimah ta’zir. Ketiga jarimah ini mempunyai kelenturan dalam 
penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum 
pidana nasional. Hukum Pidana Islam menawarkan berbagai bentuk 
pemidanaan yang dapat dipilih oleh hakim sebagai hukuman yang tepat. 
Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada korban, pelaku, 
masyarakat dan  negara. Dilihat dari sisi kebijakan hukum pidana model 
penyelesaian yang ditawarkan hukum pidana Islam menarik untuk dikaji 
untuk dijadikan kebijakan legislatif dalam menyusun Rencana hukum 
nasional Indonesia yang akan datang. Penyelenggaraan peradilan Hukum 
Islam tidak dilakukan secara berjenjang dan rumit, sebab kedudukan para 


















BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Iṣlᾱh dalam hukum positif merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan 
dikenal dengan  Restoratif justice adalah sebuah konsep yang mencakup 
berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan 
melalui cara-cara yang sah menurut hukum, Model penyelesaian ini dapat 
dijadikan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pembaharuan hukum 
pidana Indonesia. Restoratif justice menawarkan suatu yang berbeda karena 
mekanisme peradilan yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah 
menjadi proses dialog dan mediasi. Tujuan akhir dari sistem ini adalah 
  
membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhi hukuman diubah menjadi 
upaya mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang 
menguntungkan. Dengan begitu maka beban untuk menyediakan anggaran 
penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal 
penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan pun akan berkurang. 
2. Model penyelesaian alternatif perkara pidana pembunuhan  menurut Hukum 
Islam dengan cara memberi maaf kepada pelaku oleh korban atau keluarga  
korban sejalan dengan asas musyawarah yang hidup dan terpelihara dalam 
menyelesaikan masalah. Asas memberi maaf dan meminta maaf sudah 
menjadi suatu budaya bangsa Indonesia. Ada kecenderungan umum bahwa  
system hukum modern sekarang ini tidak lagi berusaha memisahkan secara 
tegas perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata, baik dalam 
rangka proses penuntutannya maupun dalam sistem sanksi hukumnya. Hal ini 
sejalan dengan tradisi hukum Islam, yang untuk hal-hal tertentu seperti dalam 
pristiwa pidana berupa pembunuhan dan pelukaan, unsur perdatanya tetap 
diakui dan diatur sebagaimana mestinya. Hendaknya legislatif dan eksekutif 
dalam merumuskan tindak pidana pembunuhan biasa dan kejahatan terhadap 
badan serta kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain memasukkan 
denda sebagai pidana pokok dan penyelesaian model diversi dengan 
merestorasi kepentingan korban dan masyarakat dalam KUHP Nasional. 
 
  
B.    Implikasi Penelitian 
Adapun implikasi penelitian ini, yaitu: 
1. Seharusnya, para pembuat undang-undang di negeri ini, lebih  
memperhatikan keadaan korban dan pelaku, tidak hanya mengedepankan 
kepentingan negara. Korban dan pelaku harus sama-sama dipulihkan, korban 
tidak boleh hanya dijadikan sebagai saksi dan kemudian ditinggalkan pelaku 
yang menjalani hukuman, sedangkan korban sendiri menderita kerugian yang 
harus ia tanggung sendiri. 
2. Konsep Iṣlᾱh   dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum hukum 
positif lahir. Konsep Iṣlᾱh   dalam hukum pidana Islam seharusnya dapat 
menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk membuat undang-undang 
ke arah yang lebih baik. 
 
DAFTAR  PUSTAKA 
A Tumpa, Harifin. Pengantar Ilmu Hukum.  Cet. II; Yogyakarta: Total media, 2011. 
Ahmad, Ramzy. “Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative 
Justice dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” Tesis, 
Universitas Indonesia, 2012. 
Alghifarri, Aqsa. Mengawal perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: 
LBH Jakarta, 2012. 
Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman. Al-fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba’ah. Terj. Ahmad wardi, 
Fiqh jinayah.  Jakarta: Sinar grafika, 2006. 
Artadi, Ibnu “Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana melalui  
Prosedur Perdamaian”, Jurnal Hukum Pro Justisia vol. 25, No 1 (2007). 
Diakses 20 Mei 2017 
  
At-Tamimi, Umar. Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian 
Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam. Jurnal Diskursus Islam Volume 1 
Nomor 3, Desember 2013. 
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. 
Dhenny.  Islah Sebagai Hukum Positif Banjar, artikel Komisi Kepolisian Indonesia, 
November 2013. (Artikel ini di akses pada 11 Juli 2017). 
Emerzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan. Cet. I; Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. 
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1994. 
Hamzah, Arif. “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih”, Tesis. Jakarta: UIN Syarif 
Hidayatullah, 2008. 
Hilmy, Yunan. Jurnal Hukum, Penegakan Hukum oleh Kepolisian melalui 
Pendekatan Restorative Justuice dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal 
RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, No 3, Mei 2012. 
Irfan, M.Nurul. Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.  
Jakarta: Amzah, 2014. 
Irfan, Nurul, dan Masyrofah. Fiqih Jinayah. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013. 
Kementerian  Agama Republik Indonesia.  Al-Qur’an dan Terjemahan. Cet. I; 
Depok: Sabiq, 2012. 
Koesparmono. Hukum Pidana 2. Jakarta: Ubhara Jaya, 2005. 
Mahrus, Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cet.I; Yogyakarta: 
Liberty, 2005. 
Mistiyah, Misna. “Mediasi dalam  Tindak  Pidana Penganiayaan Pespektif Hukum  
Islam dan Hukum Positif”, blog Misna Mistiyah. 
http://samuderailmu.blogspot.com (di akses  pada  28 Maret 2017). 
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana. Cet.VI;  Jakarta  :  PT.  Asdi  Mahasatya, 
2000. 
  
Mulyadi, Lilik. Mediasi Penal:dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Cet. I; 
Bandung: PT Alumni, 2015. 
Musyahadah, Alef. “Kedudukan Perdamaian antara Korban dan Pelaku Tindak 
Pidana dalam Sistem Pemidanaan.” Tesis Universitas Diponegoro, 2005. 
Narendra, Surya.”hukum-untuk  si dul” http://hukum.kompasiana.com (di akses pada 
23 mei 2017) 
Prasetyo, Teguh.  Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana.  Cet.I; Bandung: Nusa Media, 
2010. 
-------. Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Press, 2012. 
Prayitno, Wukir. Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia. Semarang : CV.Agung, 
1999. 
Raharjo, Trisno. Jurnal Hukum, Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat, 
Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010. 
Riswan, Oris. Dilematisnya Kasus Kecelakaan Dul Ahmad Dhani, 
news.okezone.com/read/2013/09/12/526/864873/dilematisnya-kasus-
kecelakaan-dul-ahmad-dhani.(Artikel ini diakses pada 11 Juli 2017) 
Roucek, Joseph S.  social kontrol. Princeton: D. Van Nostrand, 1956. 
Sefriani. Jurnal Hukum, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif 
di Indonesia. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional. 
Vol.2, No 2. Agustus 2013. 
 
Sihab, Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: 
Lentera Hati, 2007. 
Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2006. 
Sudikimo Mentokusumo, Ilmu  Hukum  Suatu  Pengantar Cet. I; Yogyakarta: 
Liberty,  1997 
Sugiono. Metode Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009. 
Suharto. Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan. 
Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002. 
Suparman, Eman. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk 
Penegakan Keadilan. Jakarta : Tata Nusa, 2004. 
  
Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang 
Pasti dan Berkeadilan. Cet. I; Yogyakarta: UII Pers, 2006. 
Temukan Pengertian, “Pengertian Hukum Nasional “, Blog Temuan 
Pengertian.http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-
nasional.html (Diakses 28 Maret 2017). 
Tim Penyusun Artikel dari lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 
lMonitoring pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok (28 Maret 2017). 
Tim Penyusun. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Intermansa, 1997. 
Wahid, A. Yani. “Islah, Resolusi Konflik untuk Rekonsiliasi.” Kompas, (16 Maret 
2001). 
Wahyu, Ramdhani. Pelaksanaan Hakam  dan Mediasi Pengadilan Agama. Bandung: 
FSH UIN Sunan Gunung Djati, 2012. 
wardi muslich. Ahmad, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. Cet. 
I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 
 Widiartana, “Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana”. Disertasi. Universitas 
Diponogoro. 
Zulfa, Eva Achjani. Artikel, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi Tentang 
Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek 
Penegakan Hukum Pidana, Universitas Indonesia. 























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
MUHAMMAD ASDAR, Dilahirkan di Kabupaten Takalar  
Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 27 April 1995. 
Anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan  Abu Bakar Dg 
Nojeng dan Mottiara Dg Lobo. Menempuh pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di SDN. 60 Bontoparang  pada tahun 2001-2007, lalu 
melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
(SMPN) 2 Mangarabombang dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan 
  
pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mangarabombang pada 
tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Ia  melanjutkan pendidikan 
di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
(UIN) Fakutas Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan dan menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada tahun 2018. 
Semasa kuliah peneliti aktif diberbagai organisasi intra maupun ekstra salah satunya 
adalah peneliti pernah menjabat Ketua Bidang Hukum Dan Ham di HMI Cabang 
Takalar (2017-2018),  Ketua Umum  HIPERMATA  Komisariat Uin Alauddin (2015-
2016), serta sebagai Dewan Pembina FKMM Kab. Takalar (2015-2018). Kemudian 
organisasi intra yang pernah digeluti semasa aktif kuliah adalah, IPPS Fak. Syariah 
dan Hukum, anggota Bidang pengembangan akhlak dan moral DEMA Fakultas 
Syariah Dan Hukum (2015-2016) serta Ketua Umum HMJ Hukum Pidana & 
Ketatanegaraan (2016-2017). 
 
